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Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR &2 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 239 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengamanatkan perencanaan penyusunan
Peraturan Daerah dilakukan dalam Program
Pembentukan Peraturan Daerah;

. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan

Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan
skala prioritas pembentukan Peraturan Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
sebagaiman dimaksud dalam diktum kesatu merupakan
pedoman alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat daerah
Kabupaten Sumbawa dan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Rancangan
Peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing;

Dengan ditetapkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah

imi, maka:

a. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa, berkewajiban menyampaikan usulan
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
diktum kedua, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat




KEEMPAT

KEEMPAT

Daerah Kabupaten Sumbawa; dan

b. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing, berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam dictum
kedua, kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Program
Pembentukan Peraturan Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
Anggaran 2024;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Novewbecr 2023

Tembusan disampaikan kepada :
Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di

1.
2.

N

ousw

Yth.
Yth.

Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

Yth.

Mataram;

Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar,

Pimpinan

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di
Sumbawa Besar;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa

Besar.
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